LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAFRAH TINGKAT H KEBUMEN
NOMOR : 7 TAHUN : 1994 SERI: B NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
EEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1994
' TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa Puskesmas merupakan pPusat pelayvan-
an kesehatan terdepan dan terdekat de-~
ngan masyarakat, harus mampu memberikan
pelayanan sesuai dengan fungsinya, maka
perlu adanya suatu perencanaan, pengem-
bangan dan pemeliharaan yang sempurna ;

b. bahwa kesehatan rakyat adalah saiah satu
faktor utama dalam rangka pertumbuhan
dan kehidupan masyarakat, sehingga perlu
diadakan usaha-usaha . peningkatan dan
perluasan Jjangkauan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat menuju Kkesejahteraan
masyarakat ;

c. bahwa untuk pelaksanaah maksud tersebut



Mengingat

. Undang-undang Nom

di atas dan sehubungan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebu-
men Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pelayan-
an Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan

"~ Unit/Instalasi Kesehatan Pinas Kesehatan

di EKabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
yang telah diubah dengan Peraturan Dae-
rah Nomor 8 Tahun 1986 sudah tidak me -
suai lagi maka perlu ditinjau dan diatur
kembali ;

bahwa untuk pelaksanaan maksud butir ¢ -
tersebut di atas perlu menetapkan Pera-
turan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat I1I Kebumen.

r 13 Tahun 1850 ten -
aerah-daerah Kabupaten
ropinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nom
tang Pembentukan
dalam 1lingkungan

r 12/Drt. Tahun 1957 -
Unum Retribusi Daerah;

Undang-undang No
tentang Peraturan

r 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1982 ten -~

tang Kesehatan ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 198 tentang Penyerahan -
sebagian Urisan Pemerintahar dalam Bi -
dang Kesehat>n kepada Daerah -

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Kebumen omor 6 Tahun 1682




tentang Susunan Organ18a81 dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat 11 Kebumen .

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
1T KEBUMEN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 KEBUMEN.

B AB I
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimsksud
dengan :

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Ka -
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepa-
la Daerah Tingkat.II Kebumen ;

c. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan -
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Kepala Dinas Keaehatan ialah Kepala Di-
nas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat
ITI Kebumen ;



Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya di -
sebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang me-
laksanakan pelayanan kesehatan secara pari-
purna kepada masyarakat di wilayah kerja
tertentu ;

|
PUSKESMAS Pembantu ialah suatu sarana yang -
me laksanakan upaya pelayanan kesehatan kepa~
da masyarakat yang mencakup bagian wilayah
kerja Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan
dengan keadaan"setempat dan merupakan bagian
integral dari Pusat K%sehatan Masyarakat ;

: \
Unit Pelaksana ialah Unit-unit kesehatan -
vang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat tanpa tinggal di ruang rawat ngi-
nap, terdiri atas ‘ :
a. BP (Balai Pengobatab) Umum ;
b. BP“(Balai”Peﬁgobatab) Gigi ;
|
c. BP (Balai Pengobatap) Mata ;
‘ 5
d. BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) ;
e. Puskesmas Psmbénpﬁ F,
f. Puskesmas Keliling.i
e 1) ‘
o \
Rawat Jalan ialah Kegiatan fungsicnal yang -
dilakukan cleh Tztugas | kesehatan vang menca-
kup penggunasn alat kedokteran dan sarana
serta fasilitas ruskesmas lainnya wvang digu-
nakan untuk melayani penderita ;

Rawat Nginap ialah Kéglatan fungsional vang

dilakukan ....._. g oo




dilakukan oleh Petugas kesehatan yang menca-

_.kup pemondokan, penggunaan alat-alat kedok-

(1)
(2)

(3)

(1)

teran dan sarana serta fasilitas Puskesmas
lainnya yang dipakai oleh penderita 3

_Pelayanan Fenunjang ialah semua pelayanan -

untuk menunjang kesehatan dan perawatan yang
dimakeud untuk mempercepat kesembuhan pende-
rita ;

. Posyandu ialah'Pos Pelayanan Terpadu yang di

laksanakan oleh -masyarakat meliputi paling
sedikit lima program kesehatan yaitu. : KIA,
KB, Imunisasi, Gizl dan Penanggulangan Dia-
re. . .

g BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PUSKESMAS DAN UNIT-UNIT PELAKSANA
Pasal 2

Wilayah Kérja Puskesmas adalah di‘Kecamatan.f

Dalam suatu kecamatan dapat didirikan lebih
dari satu Puskesmas bila jumlah penduduk di
Eecamatan itu lebih dari tiga puluh »ribu
Jjiwa. » '

Dalam hél satu Kecamatan terdapat lebih dari
satu Puskesmas maka masing-masing Puskesmas
tersebut mempunyai kedudukan, fungsi dan
tanggung jawab yang sama.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab -



atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan me-
lalui Puskesmas sebagai Unit Pelayanan dan
mslalui Unit Pelaksana

Kecamatan yang memiliki lebih dari satu Pus-—

kesmas, dibagi dalam beberapa daerah binaan
sesuai jumlah Puskesmas yang ada.

Pasal 4

Puskesmas melaksanakan' tugasnya melalui usaha
kesehatan pokok yang menyeluruh meliputi

o Lo

R e m o

(D)

Kesejahteraan Ibu dan Anak serta KB ;
Perbaikan Gizi ;

Hygiene dan Sanitasi ;

Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;

Pencegahan penyakit dan| pemberantasan penya =
kit g

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;

Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan kare-
na kecelakaan ;

Kesehatan Sekolah ;

Perawatan Kesehatan Masyarakat ;

Kesehatan Gigi dan Mulut ;

Laboratorium Sederhana

Pembinaan dan pengembangan peran serta masya-
rakat ; '
Pelayanan Medik ;
Rehabilitasi Medik. :
Perawatan ;
Kesehatan Rujuk: ..

Pasal 5
Puskesmas waJjib mengiriimkan penderita yang -

sBecara . .g-.-.----




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

secara medis bperada di luar kemampuannya ke
Rumah Sakit. ‘

Puskesmas mengadakan tindak lanjut pengobat-—
an penderita yang dikirim kembali dari Rumah
Sakit. '

Puskesmas mengadakan bimbingan teknis dan® -
medis kepada Unit—-unit Pelaksana di Wilayah-
nya. )

Pasal 6

Puskesmas adalah Unit-unit Pelayanan Kese -
hatan dari Dinas Kesehatan.

Unit-unit Pelaksana menjalankan tugaas Pus -

kesmas sesuai bidangnya masing-masing.

Puskesmas merupakan koordinator Unit - unit
Pelaksana di Wilayahnya. :

BAB I1I
TYPE PUSKESMAS DAN KELAS PERAWATAN
Pasal T

Dalam Pelayanan Kesehatan kepada penderita,
Puskesmas dibedakan menjadi :

a. Puskesmas Type A :

Talah Puskesmas yang memberikan Pelayanan
Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang, Rawat
Nginap dan tindakan medis dengan pembagi-
an kelas perawatan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

b. Puskesmas .......



(2)

T

- B :_

b. Puskesmas Type B :)

Ialah Puskesmas yang memberikan Pelayanan
Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang, Tinda-
kan Medis, dan Rawat Nginap dengan fasi-
litas kelas tiga pebagaimana disebutkan
dalam Pasal 8 huruf ¢ Peraturan Daerah
ini. 2 i

c. Puskesmas Type C : |

: |
ITalah Puskesmas vang memberikan Pelayanan
Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang, dan
Tindakan Medis. :

Penentuan kriteria Puskesmas sebagaimana di-
sebutkan ayat (1) Pasal ini ditentukan le-
bih lanjut oleh Bupati;Kepala Daerah.

Sesuai dengan perkembangan fasilitas, Pus —

kesmas dapat mengadakan. Pelayanan Spesialis-
tik. ]
\
' i

Pasgal | 8

Tempat Perawatan dibagi menurut

a.

b

G .

Kelas I (satu) adalah kamar rerawatan dengan

paling banyak berisi dua tempat tidur ;

Kelas II (dua) -.alah kamar pera ntan dengan
paling banvak berisi empat tempat tidur ;

Kelas III (tiga) adalah kamar perawatan deng-
an paling banyak berisi delapan tempat ti-
dur.




BAB IV
PENDERITA
’ Pasal 8

Golongan pendprlta dxbagl menaad1 2

a. Peserta Asuransi- Kesehatan Indonesia adalah
mereka yang kesehatannya diasuransikan pada
PT (Persero) ASBP&HSI Kesehatan Indonesia ;

b. Umum adalah penderlta varng mendapatkan pela -
vanan kesehatan sesuai kelas yvang dikehenda-
kinya atau kehenddk ‘penanggungnya ;

c. Veteran Republik Indon951a adalah penderita -
vang mendapatkan pelayanrnan kesehatan sesuai
dengan EKeputusan Bersama Menteri Xesehatan
dan Menteri Dalilam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 68/Menkes/SKB/I1I1/78 Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI;

d. Tidak Mampu adalah penderita yang mendapatkan
pelayanan kesehatan secara cuma-cuma berda-
sarkan Surat Keterarigan Tidak Mampu yang di-
keluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa yang
diketahui oleh Camat setempat dan berlaku
untuk masa 3. (tlga) bulan ; -

e. Tahanan adalah penderlta vang mendapatkan pe-
layanan kesehatan di kelas yang dikehendaki-
nya/dikehendaki keluarga penderita atas ijin
vang berwajib ;

f. Pasien tidak dikenal adalah penderita yang -
tidak dikenal identitasnya.

Pasal 10 .........



(1)

(2)

(3)

(4)

- 1978 tentang Pelayanan 1}

"kan oleh Kepala Kelurah

10

Pasal 1
a. Peserta Askes harus
serta Askes
b. Penderita Peserta Rujukan,

raikan surat rujukan

Puskesmas asal pendef

Penderita Veteran RI dil
hatan sesuai dengan Kept
ri Kesehatan dan Menter:
mor : B68/Menkes/SKB/I11/

Pernyataan bahwa pender]
sarkan ataz surat keter:

hui oleh Camat setempa
masa 3 (tiga) bulan.

enunjukan Kartu Pe -

harus menyam -
dari Unit Pelaksana/
ita.

peri pelayanan kese -
rtusan Bersama Mente-
i Dalam Negeri RI No-
78 Nomor 32 Tahun
Lesehatan Veteran RI.

ﬁta tidak mampu dida-
angan vang dikeluar -
an/Desa yang diketa-
t dan berlaku untuk

Penderita tahanan dirawat di kelas yang di -

kehendaki oleh keluarga
wajib.

B AB

atas ijin yang ber-

v

TATA- TERTIB

Pasal

11

Penderita Rawat Nginap tidak diperkenankan mem-

bawa barang berharga, benda
-da-benda lain vang dianggap

TFasal

tajam, dan atau ben-
berbahaya
12

(1) Waktu berkunjung pada penderita ditentukan -

oleh Kepalia Puskesmas.

(2

) Pengiriman




(2) Pengiriman makanan kepada penderita Rawat -
Nginap terlebih dehulu mendapat ijin dari
Kepala Puskesmas.

(3) Menu untuk para penderita ditentukan oleh -
Kepala Puskesmas.

Pasal 13

Kepala Puskesmas harus segera memberitahukan ke
pada keluarga atau penanggungnya, apabila pende-
rita meninggal dunia.

Pasal 14

Penguburan penderita yang mehinggal dunia diatur
sebagai berikut :

a. Penderita yang bhiaya perawatan telah dibayar,
penguburannya dibebankan kepada keluarganya ;.

b. Penderita yang tidak mampu, penguburannya di-
bebankan kepada EKepala Kelurahan/Desa tempat
tinggal penderita ;

c. Penderita yang tidak dikenal identitasnya, -
penguburannya dibebankan kepada Puskesmas
setempat, setelah diumumkan dalam waktu 24
Jam ; ‘

d. Penderita penyakit menular, yang meninggal -
dunia tidak boleh dibawa pulang kecuali Jjika
sudah dipeti rapat dan memenuhi syarat
menurut pertimbangan dokter Kepala Puskesmas.



BARBR VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAR PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PELAYANAN EESEHATAN
Pasal i5

(1) Pemerintah Daerah memelihara dan memperting-
gi derajat kesejahteraan rakyat dengan me -
nyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha
dalam lapangan :

a. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit me-
nular ;

b. Pemulihan kesehatan ;

c. Penerangan dan Pendidikan Kesehatan ;

d. Pendidikan tenaga kesehatan ;

e. Pengadaan chat-obatan dan alat-alat kese-
hatan ;

f. Pemantauan dan penelitian derajat kese -
hatan ;

g. Pengawasan.

{2) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan pe -
.1 nyakit dengan menyelenggarakan

a.. Peningkatan kesehatan lingkungan
. Imunisasi ; i

c. Peningkatan gizi mapyarakat :

d. Karantina.

=~ (3) Pemerintah Daerah memberantas penyakit menu-
lar, penyakit endemis |[(penyakit rakyat) wa-
bah.

Pasal. 186
Pemerintah Daerah bertanggung Jjawab atas peren-
canaan dan pemeliharaan bangunan, peralatan dan

inventaris-inventaris lainnya.

BAB VII .........
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B VII
A MASYARAKAT
21 17
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7‘3>

PERAN SE
;
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Mesyarakat ikut serta dalam menjaga dan me -
melihara sarana kesehatan vang ada ¢i desa -
nya secara gotong royong.

¥

a e L 5L F\
untuk wmum  yang _pengaueannja bereaai dari
swadaya masysaraiat maupun bantuaan dari Qeme:

e ]
O
0]
f
{

at membentuk dan mel r”L“”"n.I]cz arl

lavaansn Terpaduo.
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ST e T A Aty T N
ARMGIAHARNW F L

Kendaraan Fuskesmas Keliling digunakan seba-
gzl sarana Transport perdalanan dinas dan
untuk prelayanan Kesehatan Keliling ke Desa-
desa vang berups pengobatan pemeriksaan.

Kegisztan Pelayanan Fuskesmas Keliling seba -
Fasal ini dikcor-

Eaimana ulmax ua avat (1)
dinasikarn dergan Fosvandu.

rendaraan Fusk
untuk membawa

Kendaraan rFuskesmasz Keliling tidak dibenar -
kan untuk membawa Jenazah.
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BAB IX
B I A Y A
Pasal 189

(1) Pelayanan Kesehatan [merupakan tugas dan -
tanggung jawab Pemerintah Daerazh.

(2) Biaya Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

Biaya Rawat Jalan
. Biaya Rawat Nginap ;

Biaya Tindekan Medis ;
Riaya Pslayznan Fehunjang.

O oW

- Pasal| 20
(1) Riaya Rawat Jalan melfiputi -
iaya Pendaftaran dan Pemeriksaan 3
1

aya Pelayanan Penunjang ;

a. B
b, B
c. Biava Tindakan Medis.

{(2) Biaya Rawat Nginap meliputi :

&. Biaya Pendaftaran dan Pemeriksaan 3
. Biaya Pelayanan Penunjang ;

c. Biaya Perawatan ;

d. Biaya Visite Dokter ;

. Biaya Tindakan Medis ;

£. Biava Makan.

Pasal |21

(1) Biaya Rawat Jalan ditetapkan sebesar ......
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per penderita
gsetiap kali kunjungan.
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(2) Biaya tersebut ayat (1) Pasal ini Dberlaku -
. pada : e : ) -
. Balai Pengobatan atau Poliklinik Umum s
BKIA ; '

Puskesmas Keliling ;

Puskesmas Pembantu ;

Balai Pengobatan Gigi ;

Balai Pengobatan Mata.

MO QO oW

(3) Penerimaan Biaya Rawat Jalan dimaksud ayvat
(1) Pasal ini ditentukan rembagiannya seba-
gai berikut - :

a. 75 % (tujuh puluh lima per seratus) mtuk
Bagian Pemerintah Daerah. pA

b. 25 % (dua puiuh lima ber seratus) untuk
keperluan rembiayaan kegiatan operasional
PUSKESMAS yang penggunaannya diatur
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang hal
ini.

Pasal 22

(1) Bagi Puskesmas yang melaksanakan Rawat Ngi-
nap pembiayaannya diatur sebagai berikut -

a. Kelas 1 : Rp. 3.000,00 (tiga rivbu rupi-
ah) per tempat tidur rer ha-
ri

b. Kelas II : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupi -
ah) per tempat tidur rer ha-
rE ; .



- i@ —

c. Kelas TIT : Rp. 31000,00 (seribu rupiah) -
per tempat tidur per hari.

(2) Biaya Administrasi selama dalam perawatan -
untuk :

a. Kelas I + II : Rp. 1.000,00 (seribu rupi-

ah) ;
b. Kelag 111 : Rp. 500,00 (lima ratus -
rupiah).

(3) Biaya Rawat Nginap diperhitungkan atas jum -
lah hari perawatan.

(4) Biaya Visite Dokter selama dalam perawatan.

Selama dalam perawatan, penderita dikenakan
biaya visite dokter | per hari sebagai beri-
kut :

a. Kelas i Rp.1.000,00 (seribu rupiah) 3
b. Kelas II : Rp. 506,00 (lima ratus rupi-

ah) ;
c. Kelas III : Rp. -

(5) Biaya Visite Dokter sebagaimana tersebut
ayat (4) Pasal ini dirinci sebagail berikut

a. 90% (lima puluh perseratus) bagian Peme -
rintah Daerah ;

b. 30% (lima £ h perseratus) 4 atur reng -
gunaannya oi-h Kepmala Puskesmas.

(6) Biava makan per hari bagi penderita yang di-
rawat sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ra -
ratue rupiah).

(7)) Biaya .....
4
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(7) Biaya makan sebagaimana tersebut ayat (6) -
Pasal ini digunakan langsung untuk pembelian
bahan makan tagi penderita.

Pasal 23
(1) Biaya tindakan medis meliputi :

1. Hecting atau jahit luka,-
tiap Jahitan ............. Rp. 700,00
{tujuh ratus rupiah) ;

2. Inciasi atau sayatan ri -
NEAN ...ttt ittt ar .. Rp. 1.0600,00
(seribu rupiah) ;

3. Sayatan sedang hingga -
Jaringan bawah kulit .. .. Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;

4. Pengangkatan tumor dangkal Rp. 5.000,00
{(lima ribu rupiah) ;

5. Pasang kateter ......._..... Rp. 500, 00
(lima ratus rupiah) ;

6. Circumsise ................ Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

7. Pasang balut, ganti balut,-
lepas jahitan .......... e AD% 500,00
(lima ratus rupiah) ; '

8. Pembersihan karang gigi .... Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;

9. Radang gusi ................ Rp. 1.000,00



10.

13:

14.

i5.

18.

19

20

- 18

Pertolongan kecil
sang brigkrown,
(seribu rupiah) ;

Tumpatan Amalgam . .
{dua ribu rupiah) ;

Tumpatan silikat

dsh.

---------

(dua ribu lima ratus rupiah)

Pengobatan urat syaraf.....-

(empat ribu:rupiah

Pengobatan gangroan
(empat ribu rupiah)

Extraksi gigi
atau tetap)
(dua ribu rupiah) §;

.......

........

Extraksi dengan complikasi-

frakstur
(enam ribu rupiah)

..........

Pembedahan gigi. tertanam ...

{enam ribu rupiah)

Pengobatan abses ..
(dua ribu rupiah) |;

Apectomi, akterpasi syste

{enam ribu runiah

Alveoloteksi
g2igi
(dua ribu rupiah)|;

............

3

~atiap daerah

Biaya persalinan oleh Bidan

(tujuh ribu lima

22.

Rp.

Rp.

Rp.

ratus rupiah) ;
Biaya

1.0060,00

2.000,00

2.500,00

4.000,00

4.000.00

2.000,00

6.000,00

. 6.000,00

2.0060,00

6.000,00

2.000,00

7:500,00Q




(2)

(3)

- 18 -

22. Biaya persalinan oleh Dokter Rp.15.060,00
(lima belas ribu rupiah) z

23. Biaya curattage ............ Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) ;

24. Hecting atau jahit rupture- -
perinca ... ... ... ... ... .. Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;

Biaya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini

dirinci sebagai berikut :

a. H50% (lima puluh perseratus) bagian Peme -~
-rintah Daerah ; ‘

b. 50% (lima puluh perseratus) diatur penggu—
naannya oleh Kepala Puskesmas.

Biaya pelayanan spesialistik sebagaimana ter-
sebut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daersh
ini mengikuti biaya yang berlaku pada BRu-
mah Sakit Umum Kebumen. :

Pasal 24

(1) Besarnya biaya pada laboratorium -

a. Pemeriksaan darah :

I & T - Rp. 500,00
(1ima ratus rupiah) ;

2. Erytrocte ................ Rp. 500,00 |
(lima ratus rupiah) 3

3. Launcecyte .;;..; ......... Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;

4y BiB.S cnv.invommn



4. B.B.&. ...... mon e pmam o m e Rp 500,00
(lima ratus rupigh) ;
5. Diferential talling ..... Rp 500,00
{(lima ratus rupiah) ;
6. Malaria .....ccilieeeeenaa. Gratis ;
7. Waktu pendarahan ........ Rp 500,00
{lima ratus rupiah) ;
B. Waktu pembekuan |......... " Rp 500,00
{(1ima ratus rupiah) ;
9. Trombocyte ... .. ..., Rp. 500,00
(lima ratus rupiah)
10. Reticulocyte ... |......... Rp 500,00
(lima ratus rupiah) ;
11. Darah lengkap ........... Rp. 2.000,00
' (duwa ribu rupiah).
Pemeriksaan Urine
1. Uro/bill .o, Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ; ‘
2. Reduksi ..........-....... Rp 500,00
(lima ratus rupiah) ;
3. Zat putih telur .|.....:..- Re 500,00
(lima rat.c rupiah) ;
4. Sedimen . ... ... ie.. Rp 500,00
(lima ratus rupiah) ;
5. Urine lengkap ...[......... Rp. 1.0006,00
(seribu rupiah). :
c. Pemeriksaan ........
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c. Pemeriksaan Fasces :

1. Fasces lengkap .......... Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;

2. Fasces bkanmidine test ... Rp. 1.00G,00
{seribu rupiah). L

§2

Direk preparat -

1. Preparat G.O ............ Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;

Z. Preparat TBC .. .. ... ...._. Rp. 1.0600,00
{geribu rupizh) ; '

2. Preparat Dipteria ....... Rp. 1.0600,00
(seribu rupiah).

e. Test Kehamilan :

1. Event test ......... P Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ; ~

2. Plano test ............. . Rp. 1.000,00,
(Beribu rupiah). SRR

f. Pemeriksaan golongan darah  Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).

(2) Tarip cbat-obatan di Kamar obat adalzk sebe-
sar 15% (lima belas perseratus) di atas
harga beli.

(3) Biaya pengadaan disposible
syringe ............ R Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).
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{(4) Biaya pemakaian kendaraan Puskesmas Keliling

mengantar penderita di
vang ditempuh adalah

a.

(5) Pemeriksaan Kesehatan

a.

‘piah per Km}

. Biaya tersebut ava

Siang hari, dengan

sesuaikan dengan Jarak
sebagai berikut :

perawat Rp. 450,00/Km

(empat ratus lima puluh ru-

Siang hari,

tanpa perawat

(empat ratus rupiah/Km) ;

Malam hari,
{lima ratus

dengan
rupiah

Malam hari, tanpa
(empat ratus lima
piah per Km) 3

Tarip Minimal
(sepuluh ribu rupi

a,b,c,d dan e se
naannya oleh Kepal

Biaya Pemeriksaan
oleh Dokter Rp. 50
an) 3

Riaya Pemeriksaan
Haji, Calon
dalam Surat

Biaya tersebut aya
int,

Rp. 400,00/Km
perawat Rp. BO0,00/Km
per Km} ;
perawat Rp. 450,00/Km

puluh ru-

Rp. 10.000,00

ah) 3

t (4) Pasal ini huruf -
penuhnya diatur penggu-
a Puskesmas.

(Keur Dokter)

Kesehatan untuk Umum
0,00 (lima ratus rupi-

Kesehatan untuk Calon -

Transmigrasi diatur kemudian
<eputusan Bupati .

t (5). nuruf « Pasal

25% (dua puluh lima perseratus) me-
rupakan bagian Peherintah dan 75%

(tujuh

...........




puluh lima per seratus) diatur pengguna-
annva oleh Kepala Pgskegmqs.

Pasal - 25~

Bagi Rumah BSakit/Balai Pengobatan/Balai Kese-
hatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta yang melayani
Umum, dikenakan biaya retribusi pelayanan kese-
hatan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap
kunjungan penderita. = - -

Paagl 286
Semua pendapatan dari pelayanan Kesehatan ini
disetorkan Kas Daerah;'
" Pasal 27"
Kepala Puskesmas berkewajiban menyampaikan Surat
pertanggung jawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati
Kepala Daerah, mengenai penggunaan bagian penda-—

patan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai de-
ngan ketentuan yang berlaku. ‘

BAB X

PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 2B

Agar dapat bekerja secara tepat dan terarah,
Dinas Kesehatan dan Puskesmas wajib memiliki
rencana induk dan rencana Jjangka pendek serta
sistim pemellharaan yang nyata.

Pasal 29 .........



Pasal 29

Pemeliharaan béngunan dan kendaraan dinas, Dinas
Kesehatan dan Puskesmas serta Unit Pelaksana
menjadi tanggung Jjawab P%merintah Daerah.

(1)

(2)

(3

(1)

(2)

Pasal 30

Untuk menjamin pelaksana penyusunan perenca—
naan dan aktivitas meliharaan yang tepat,
Dinas Kesehatan berkewajiban membentuk Tim
Intensifikasi.

|

Tim Intensifikasi beftugas

a. Menyusun perencanaan jangka pendek dan -
jangka panjang ;

b. Merencanakan pemeﬁiharaan berkala ;

c. Mengadakan evalua‘i tersebut ayat ini hu-
ruf a dan b. |

Tim Intensifikasi be#tanggung jawab kepada -

Kepala Dinas Kesehatﬁn.

B A B XI
PEMELIHA N EKESEHATAN
Pasal =~ 31
Penelitian Kes: :atan merupakan t: aggung Jja -
wab Pemerintah Nzerah melalui Dinas Kesehat-
an.

Penelitian Kesehatan tersebut ayat (1) Pasal
ini adalah pengamatan dan penelitian terus




menerus tentang derajat kesehatan di Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I; Kebumen.

BEAB XIT
USAHA-USAHA PELAYANAN KESEHATAN
OLEH PIHAK SWASTA
Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
dibidang kesehatan Pemerintah Daerah memberikan
kesempatan kepada pihak swasta untuk menyeleng-
garakan usaha-usaha pelayanan kesehatan.

Fasal 33

(1) Penyelenggaraar. usaha-usaha pelayanan kese -
hatan oleh pihak swasta harus mendapat ijin/
persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah me-
menuhi persyaratan yang telah ditetapkan
oleh Departemen Kesehatan.

{2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur,mem-
bimbing, membina, membantu, dan mengawasi
usaha—usaha pelayanan kesehatan yang dise-
lenggarakan oleh pihak swasta.

B AB XIII
PENGAWASAN
Pasal 34

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen dan atau Pejabat wyang
ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat I1 Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT I1 KEBUMEN

KETUBA
t.t.d . t.t.d
ZAISAL SIPIET AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Burat Surat Keputusan tanggal
27 September 1934 Nomor : 188.3/358/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tshun 1994
Seri B pada tanggal 21 Nopember 1994.

SEKRETARIS WI%%ZAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA
NIP. 010 046 438.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT IT
KEBRBU MEN

NOMOR 6 TAHUN 1994
- TENTANG
PELAYANAN KESEHATA!! DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PENJELASAN UMUM.

Bagi suztu masyarakat yang sedang giat mem-—
bangun daerahnya seperti halnya masyarakat EKabupa-
ten Daerah Tingkat IJ Kebumen, faktor kesehatan
dirasa sangat penting dan menentukan bagi tercapai-
nya keberhasilan didalam pelaksanaan rembangunan.

Maka dari itu masalah kesehatan merupakan
masalah yang harus mendapatkan prioritas utama bagi
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, di-
dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannyaﬁ

Mengingat Peraturan Daerah yang sampail seka-
rang berlaku yaitu Peraturan Daerah Tingkat II: Ke-

bumen tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Unum dan Unit/Instalasi Kesehatan Dinas Eesehatan
di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11. Ta~
hun 13984, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 ‘Tahun
19886, ternyata sudah tidak sesuai lagi desigan kea-
daan sekarang sehingga perlu segera diganti. N

~

Berhubung dengan hal tersebut maka perlu di-

tetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pelayanan
Kesehatan disPuskesmas dalam Wilayah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kebumen, yang sesuai dan memadai.

\
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Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Pera-
turan Daerah ini disamping untuk mencapal sasaran
pokoknya yaitu untuk memperluas jangkauan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di dalam Wilayah EKabu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen Juza bertujuan
unbuk mengadakan pembinaan terhadap Puskesmas dan
Unit-unit kesehatan lainnya, agar kelestarian fung-
s8i dari pada Puskesmas dapat dijamin dan ditingkat-
kan pelayanannya terhadap masyarakat, serta mening-
katkan pendapatan Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Jjuga kedudukan,
Tugas dan Fungsi Puskesmas. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan kejelasan peranan Puskesmas di da-
lam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jjelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) - Cukup Jelas.

ayat (3} - Dalam hal suatu Kecamat-
an terdapat lebih dari
satu Puskesmas dan salah
satu diantaranya belum
ada Kepala Puskesmasnya,
maka Kepala Puskesmas I
merangkap sebagai Kepala
Puskesmas 11 atas penun-
jukan dari Kepala Dinas

Kesehatan.
Pasal 3 ayat (1) . Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup Jdelas.
Pasal 4 - Cukup Jjelas.
Pasal 5 ayat (1),(2),(3) : Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1),(2),(3) : Cukup Jjelas.
Pasal 7 ayat (1),(2),(3) : Cukup jelas.

Pagal 8 .......---




Pasal 8
Pasal 9 )
Pasal 10 ayat (1)

ayat (2),(3)

LR A

ayat (4)
Pasal 11
Pasal 12 ayat(1),(2),(3)
Pasal 13 o
Paesal 14 e =
Pasal 15 ayat.(1),(2),(3):
Pasal 16 ' z
Pasal 17 ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup Jjelas.

~Pegawai Negeri den Pen-—
siunan yang mempunyai
Kartu Peserta Askes be-

serta keluarga yang
menjadi tanggungannya
vang tercantum = dalam-

Kartu Peserta Askes.

—Peserta Askes yang men-
dapat pelayanan Rawat-
Nginap, diperhitungkan
sasual ketentuan per-
undang-undangan vang
berlaku.

Cukup jelas.
Yang dimaksud "Penderita
Tahanan dirawat di kelas
vyang dikehendaki oleh
keluarga atas ijin vang
berwajib"” yakni ijin se-
cara tertulis dan atau
secara lisan yang dibe-
rikan oleh fihak Kepolix
sian/Kejaksaan.

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

Jelas.

jelas.

Jelas.

Jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan -
"Puskesmas membina peran
serta masyarakat"” yakni
pPeran serta masyarakat
di bidang kesehatan.

ayat (2)

%



avat (2),(3),(4):
Pasal 18 ayat (1),(2),(3):
~ayat (4) =

Pasal 18 ayat (1), (2) :
Pasal 20 ayat (1),(2) >
Pasal 21 ayat (1) :

ayat (2) s
ayat (3) :

Pasal 22 ayat (1),(2) £
ayat (3) =

Cukup jelas.

p jelas.
Penderita dalam perjala-
nan dengan menggunakan
kendaraan Puskesmas Ke-
liling, meninggal dunia,
merupakan pengecualian
dari Pasal 18 ayat (4).

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan -
"Biaya Rawat Jalan” se-
besar Rp.500,00 (lima
ratus = rupiah) vakni
ﬂiaya rawat Jjalan wuntuk
qekali kunjungan  yang
eliputi biaya pendaf-
aran, biaya pelayanan
#edik dan biaya penun-—
jang serta biava tinda-
ran medik.
kup jelas.
25% (dua puluh lima per-
geratus) dipotong lang-
IUNEg atas penyertaan
ﬁruto untuk bisya opera-
sional Puskesmas, SPJ
nya disetor ke Kas Dae—
rah bersama—-sama dengan
penyetoran uang tunail
yang 75% (tusuh puluh
lima perserctus) selam—
bat-lambatnya tanggal 10
bulan berikutnya.
|

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan —




ayat (4),(Ea)
ayvat (5b)

ayat (8),(7)
Pasal 23 ayat (1), (2a)
ayat (2b)

ayat (3)
ayat (1)

Pasal 24
- ayat (2)

"hari perawatan"” yakni
banyaknya hari dimana
penderita mendapat pe-
rawatan dengan dihitung
hari demi hari mulai ha-
ri pertama sampai dengan
hari keluar.

Cukup Jjelas.

Penggunaan 50% (lima pu-
luh per seratus) vang di
atur oleh Kepala Puskes-
mas, SPJ nya disetorkan
ke Kas Daerah bersama-
sama dengan penyvetoran
vang tunai yang 50% (li-
ma puluh per seratus)

_selambat-lambatnva

tanggal 10 bulan beri-
kutnya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pengggunaan 50% (lima -~
puluh per seratus) vang
diatur oleh Kepala Pus-
kesmas, SPJ nya disetor-
kan ke Kas Daerah bersa-
ma-sama dengan penyetor-
an uang tunai yang 50%
(lima puluh per zsratus)
selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan beri-
kutnya.

Cukup jelas.

Cukup Jjelas.
Yang dimaksud dengan : -



"Tarip obat-obatan di
ﬁamar obat adalah sebe-
sar 15X (lima belas per
seratus) di atas harga
beli "yakni harga beli
pada Agen/Pedagang Besar
Farmasi (PBF).

ayat (3),(4) : Cukup jelas.
ayat {(ba),(bb) : Cukup Jjelas.
ayat (5c) : Penggunaan 75% (tujuh -~

puluh lima per seratus)
yang diatur penggunaan-—
nya oleh Kepala Puskes-
mas, SPJ nya disetorkan
ke Kas Daerah bersama-
sama dengan penyetoran
uang tunai yang 25% (dua
puluh lima per seratus)
selambat—-lambatnya tang-
gal 10 bulan berikutnya.

Pasal 25 2 Epkup Jjelas.

Basal 26 : Yang harus disetor seca-
ra  keseluruhan ke Kas
Daerah yakni biaya seba-
gaimana diatur pada Pa-
sal 21 ayat (1) dan ayat
() ;
Pasal 23 ayat (1) aysat
(2) dan ayat (3) ;
Pasal 25.

Pa=sal 27 : Surat Pertanggunsg Jawab-
an (SPJ) keuangan, me-
ngenai penggunaan bagian
pendapatan yang menjadi
tanggung Jjawabnya, se-




lambat-lambatnya tanggal
10 bulan berikutnya.

Pasal 28 : Cukup Jjelas.
Pasal 29 : Cukup Jelas. _
Pasal 30 ayat (1) : Tim Intensifikaegi dite —

tapkan ocleh Bupati
Kepala Daerah atas usul
Kepala Dinas Kesehatan.

avat (2),(3) : Cukup Jelas.
Pasal 31 ayat (1),(2) : Cukup Jjelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 ayat (1), (2) 1 Cukup jelas.
Pasal 34 . : Cukup jelas.
Pasal 35 ayat (1), (2) : Cukup jelas.
Pasal 38 ayat (1),(2) : Cukup jelas.

-~ocBoo--






